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RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

A, Pendahuluan

Dengan persaingsn global dalam perekonomian dunia saatl inj YAng
stmakin kelat, kebijakan penanaman modal harus diarahkan untik
menciptakan dava saing perckonomian nasional yang mendorong infegrasi
perekottomian Indonesta menuju ekonomi global, Dalam upava memajukan
daye sang perckomomian nasional secara berkelanjutan, Pernerintah
berkomitmen untuk terus meningkatkan klim penanaman modal yang
kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonnms ya_ug
bisa mengubah keurggulan komparatif menjadi keunggulan kompetiti{,

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah PCIENCAAAn penanaman
miial vang jelas dalam jangka panjang vang termuat dalam schuah
dokumen Rencana Umum Penanaman Modal, Hal fersebut sesuai pula
dengan kelentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, vang menvatakan hahwa Pemerintah menetapkan
<ehijakan dasar penanaman madal,

Rencana  Umum Penanaman  Modal [RUPM)  merupakan  dokumen
percncanaan yang herstlat jangka panjang sampai dengan tahun 2025,
RUPM  berfungsi untuk mensinergikan dan  mengoperasionalisasikan
scluruh kepentingan sckloral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih
dalam penetapan prioritas sektor-sektor vang akan dipromosikan.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan
penanamarn modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat,
baik di pusal maupun di dacrah. Oleh karena itu, visi yang sama dari
selurih pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan
sualu keharusan, khususnva terkait dengan pembagian kewenangan,
pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.
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Bercermin dan kondisi saal ini, kecenderungan pemusatan kegiatan
penanaman modal di beberapa lokasi, khususnya di Pulau Jawa, menjadi
rantangan dalam mendorong upava peningkatan penanaman modal. Tan pa
dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran peEnanaman
maodal tidak akan optimal. Guna menderong perscharan penanarman modal,
perlu dilakukan  pengembangan  pusat-pusat  ckonomi, klaster-klaster
industri,  pengembangan  scklor-sektor  strategis, dan penmbangunan
infrastruktur di scluruh wilavah Indonesia.

lsu besar lainnyva yang menjadi lantangan di masa depan adalah masalah
pangan, inlrastuktur, dan energi. Oleh karena itu, RUPM menctapkan
bidang pangan, infrastruktur dan cnergl sebapai isu stratopis vang harus
diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman
modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman medal pada ketiga
tdang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan, mandirl, serta mendukung kedaulatan Indonesia, NG
dalam pelaksanaannya, harus dirunjang oleh pembangunan pada sektor
baik prirner, sekunder, maupun tersier.

Dalam RUPM  juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pcngembangan
penanaman modal harus menuju pregram pengembangan ekanomi hijau
(Green ecanomy}, dalarn hal ini target pertumbuhan ckonomi harus sejalan
dengan isu dan tujusn-tiujuan pembangunan lingkungan hidup, vang
meliputi  perubahan iklim, pengendalian  kerusakan keanckaragaman
havati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan
lerbarukan,

Selain s, sesual amanat Undang-Undsng Nomor 25 Tahur 2007, salah
satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarabkan pada
pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKME), Arah
kebyjakan pemberdayaan UMKMEK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yvailu
strategi naik kelas dan strateei aliansi sirategis.

Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentifl scria
promost  dpa merupakan aspek  penting dalam membangun iklim
penanaman  maodal  vang  bersaing, Pemberian  fasililas, kemudahan,
dar/aau insentif tersebut bertujuan sclain mendorong dava saing, juga
mempromosikat kegialan pendanaman modal  yvang  oswrategis dan
berkualitas,  dengsn penckanan pada peningkatan  nilal  tambah,
peningkatan  aktivitas penanaman modal d1 sektor prioritas  tertentu
ataupun  pengembangan wilayah, Sedangkan penyebarluasan informasi
polens] dan peluang penanaman modal secara terfokus, lerinlegrasi, dan
berkelanputan menjadi hal penting dalam promoosi.
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Lniuk mengimplementastkan seinruh arah kebijakan penanaman madal
tersebut di alas, dalam RUPM juga ditetapkan peta panduan {readmap)
implementasi vang dapat menjudi arahan  dalam  menala  prioritas
implementasi kebijakan penanaman modal sesual dengan poltensi dan
kondist kemajuan ekonomi Indonesia. Peta Panduan  tersebut perlu
ditindaklanjut oleh Kementerian/Lembaga Pernerintalhh Non Kementerian
dan Pemerintah Dacrah secara kemsisten dengan kemitmen vang tinggi,

CAsas dan Tunuan
1)

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman
Modal, Pemerintah berkomitmen uniuk mengembangkan arah kebijakan
penanaman  modal  di Indonesia berdasar  asas  kepastian hualoun,
keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan vang sama dan tidak membedakan
asal  negara,  kebersamaan, efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,
beriwawasan ingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ckonomi nasional, Asas tersebut menjadi prinsip dan nilei nilai
dasar dalam mewwjudkan tujuan penanaman modal, yaitu:

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,

Menciplakan lapangan kerja;

Lk

Meningkatkan pembangunan ckonomi berkelanjutan;

+

Meningkatkan kemampuan dayva saing dunia usaha nasional;

Mecningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;

Ul

fr. Mendorong pengembangan ekonomi keralovatan;

-5

Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ckonomi rill dengan
menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari
Iuar neger:; dan

5. Mermngkaikan kesejahieraan masvarakat,

. Vsl don Miss

Visi penanaiman modal Indonesia sampai tahun 2025 adalah *Penanaman
Modal vang Berkelanjulan dalam rangka lerwojudnya Indonesia vang
Mandin, Maju, dan Scjahuera.”

Untuk menecapat visi terscbhut ditetapkan 3 (tga) mist, yaito sebagat berikul:
1. Membangun ildim penanaman modal vang herdaya saing;

2. Mendorang diversifikasi dan peningkatan kegiatan ckonomi vang bornila
tambah: dan

3. Mendorong pemerataan kegpiatan perckonomian nasional.
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Berdasarkan visi dan misi, dirnmuskan arah kebijakan penanaman maorlal,
yang meliputi 7 {Lujuh} elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan [klim Penanaman Modal;

2. Perseharan Penanaman Modal;

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Encrei;

4. Penanaman Modal vang Berwawasan Lingkungan [Green Investment);
C,

Pemberdavaan Usaha Mileo, Keeil, Menengah, dan Koperast [UMEME);
fr. Pemberian Fasililas, Kemudahan, dan Insentif Peranaman Modal; dan

. Promosi Penanaman Modat,

-]

N Arah Kebijakan Penanaman Modal
1. Perbaikan Tkiim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah se bagal
breribout: )

a) Penguatan Kelembapaan Penanaman Modal Pusat dan Dacrah

Untuk mencapal penguatan kelembagaan penanamean modzl, maka
kelembagann  penanaman modal pusat dan dacrah, khususnva
lernbaga koordinasi penanaman modal kementerian teknis/ sckror
lerkait, pemenmtah provinst dan pemerintah kabupaten,/kota, perlu
memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerinlahan
di bidang  penanaman modal, pelunpahan  dan pendelegasian
kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi vang
efekul dianlara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelernbugaan
penenaman  modal  de pusat  dan dacrah sekurang-kuranpnya
dilabkukun dengan:

1} Pembangunan sistem Pelavenan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di
hilarng penanaman  modal yane lebih ofeltit dan alomedads
lerhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem
perizinan sehelumya,

2y Penvelenggaraan  PTSP di bidaoyg penanaman maodal  olch
lembaga/instansi vang berwenang Jdi bidang penanaman modal
denpgan mendapal pendelegasian atau pelimpahan wewenane dard
lembaga/instansi yang memiliki kewcnangan perizinan dar non-
perizinan di pusat, provinsi atau kabupaten/kota.

3) Peningkatan  keordinasi antar lembaga/instansi di pusat dan
daerah dalam rangka pelavanan penanaman modal kepada para
penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan
kenvamanan borusaha, dan denpan demikian mendukung iklim
penanaman modal yang kondusif.
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4} Mengarahkan lembaga penanaman modal di pusat dan daerah
untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serla
Leroricntasi pada pemecahan masalah  (problem-saolving) dan
tasilitusi baik kepada para penanam modal vang akan maupun
vang sudah menjalankan usahanya di Indonesia,

bl Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengun Persyaratan

Pengaturun bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan
persyaratan distur dengan cara:

1] Pengaturan bidang usahba vang tertutup untul penanaman modal
berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan
hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan
nasional lairnyve.

2] Pengaturan  bidang wusaha yang terbuka dongan  persyaralan
ditetapkan  dengan  krileria  kepentingan  nasional, WELLELL
poerlindungan sumber dayva alarn, perlindungan den
pengembangan  usaha mikro, kecil, menengah dan  koperasi,
pengawasan  produksi dan  distribusi, peningkatan kapasitas
teknologi,  peningkatan  partisipasi modal dalam negeri, serta
kertasama dengan badan usaha vang ditunjuk oleh Pemerintah.

3) Pengaturan  bidang bidang usaha vang tertutup dan  terbuka
dengan persyaratan di bidang penanaman modal berlaky sccara
nasional, bersifat scderhana dan terbatas untuk bidang 1saha
vang terkait dengan kepentingan nastonal.

4} Budang-hidang  usaha yang lertutup dan terbuka dengan
persvaratan  harus  jelas  dapal  diidentifikasi  dan  udak
tnenimbullean multi talsir,

o] Pengaturan  hidanp-bidang usaha yang tertutup dan  terbuka
dengan persyaratan moempertimbangkan kebebasan arus barang,
jasa, modal, penduduk, dan informasi di dalam wilavah Indaonesia,

6] Pengaturan  bidang-bidang usaha yang tertutup dan  terbuka
dengan persyaratan tidak bertentangan dengan keowsjiban atan
komitmen Indonecsia dalam perjanfian internasional yang telah
diratifikas.

] Persaingan Usals

Mengingal persaingan usaha merupakan fakior penting dari iklim

penanaman modal untuk mendorong kemajuan ckonomi, maka:

1) Perlu menetapkan penpaturan persaingan usaha yang sehart
(Level! Playing Feld), sehingga menjamin  adanya  kepastian
kesempatan berusaha vang sama  di masing-masing  level
pelaki usaha, Dengan demikian, dunia usaha dapat Lumbuh dan
berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan
kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
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